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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan izin 

Opreasional bagi pabrik karet di tengah pemukiman penduduk adalah 

dengan pertimbangan ekonomis dan kontrak perusahaan yang belum 

selesai, namun dampak dari kebijakan pemberian izin ini berakibat 

merugikan masyarakat antara lain : kewajiban CSR tidak dijalankan oleh 

PT Ricry, padahal bagi perusahaan yang aktivitasnya berdampak 

lingkungan sifatnya wajib memberikan CSR.  PT Ricry dan PT 

Bangkinang kalau dilihat dari prosedur perizinan memang semua 

perizinan dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut, dari mulai izin 

gangguan dan perizinan lainnya, namun seharusnya semua perizinan 

tersebut tidak bisa dikeluarkan karena beberapa persyaratan yang 

diwajibkan tidak dipenuhi oleh PT Ricry maupun PT Bangkinang, 

sehingga harusnya izin tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru dan aparatnya termasuk Lurah, beberapa 

penyimpangan tersebut antara lain pencemaran udara dan pencemaran 

air sungai, pencemaran udara yang sangat nampak adalah bau yang 

busuk dan menyengat, yang hal ini dapat mengganggu kesehatan 

warga disekitar kedua pabrik tersebut, sedangkan pencemaran 

terhadap sungai yaitu aliran air yang mengandung limbah kimia yang 
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juga sangat bau, yang akhirnya merusak ekosistem sungai antara lain 

ikan-ikan juga mati, dan juga ini sangat berbahaya bagi kesehatan 

warga disekitar sungai. Kualitas air sungai Siak di sekitar pabrik karet 

PT Ricry Kota Pekanbaru telah tercemar karena tidak memenuhi baku 

mutu air kelas II yang telah ditetapkan dalam PP RI Nomor 82 Tahun 

2001. Kontribusi pabrik karet PT Ricry yaitu BOD 6 %, COD 3,2 % DO 

0,425%, pH 0,8%, dan Total Coliform 0,17%. Kontribusi limbah rumah 

tangga dalam menurunkan kualitas air sungai yaitu BOD 0,01%, COD 

0,01%, DO 0,004%, pH 0,009% dan total coliform 1.64%. Berdasarkan 

hasil pengukuran pada penelitian tersebut terdapat beberapa 

pengukuran ada beberapa yang melewati ambang batas pencemaran 

lingkungan. 

2. Masyarakat yang dirugikan oleh adanya Operasional pabrik yang 

berada di tengah lingkungan pemukiman yang dalam hal ini sangat 

merugikan dari segi pencemaran lingkungan dapat melakukan upaya 

hukum terhadap perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang 

tidak sesuai dengan aturan.  Upaya yang pertama dilakukan adalah 

melalui upaya Administrasi, Upaya administrasi adalah suatu prosedur 

yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata 

Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum  apabila ia tidak puas 

terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan 

administrasi atau pemerintah sendiri. Upaya kedua melalui Gugatan 
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terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru.  Upaya lain yang dapat dilakukan 

adalah dengan Class action yang merupakan suatu metode bagi orang 

perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung 

bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang 

akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan 

kepada perwakilan. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah sebaiknya dalam mengeluarkan izin operasional harus teliti 

dan taat kepada aturan yang telah ditetapkan, sehingga hal-hal tidak 

memenuhi persyaratan dalam perizinan dapat dipertimbangkan dan izin 

tidak bisa dikeluarkan, sehingga masyarakat tidak dirugikan. 

2. Masyarakat harus aktif dalam memperjuangkan hak-haknya terkait 

dengan adanya perusahaan yang beroperasi di tengah pemukiman 

penduduk, sehingga hak-haknya dapat diperjuangkan, dan bagi 

pemerintah agar selalu berhati-hati dan teliti dalam mengeluarkan izin 

operasi bagi pabrik di tengah pemukiman penduduk.  
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